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PALU - Terkait Kegiatan
yang digelar oleh BPK RI
Perwakilan Sulteng, ten-
tang penyerahan laporan
hasil pemeriksaan kinerja
kerja dan laporan keuan-
gan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten dan Kota |,
Bupati Morowali H. Anwar
Hafid saat ditemui Pos Palu
diaula kantor BPK (30/12)
seusai acara tersebut,
menungkapkan setelah
mengikuti agenda terse-
but, ia beserta rombongan
segera balik ke Morowali
untuk merapatkan dan
mengevaluasi hal tersebut
dengan Satuan Perangkat
Kerja Daerah (SKPD)/
Dinas terkait diruang ling-
kup - kerjannya  sesuai

rekomendasi
yang ada. -

“Insyallah,
setelah  pu-
lang nan-
ti kami akan
merapatkan
dengan SKPD
terkait dan ki-
ta akan tidak
lanjuti sesuai
dengan reko-
mendasi BPK
, itu memang
diharuskan,
tuturnya.”

Lebih lanjut
ia menjelas-
kan tentang
hasil audit
dari aparat pengawas inter-
nal pemerintah seperti in-
spektorat ditiap kabupat-
en seperti morowali den-
gan adannya kasus demiki-
an (implikasi) yang ada ,
dia menjelaskan bahwa pi-
haknya akan tetap melaku-
kan pengawasan ke dalam
bersama-sama.

Dirinya menambahkan
Semuanya akan berpijak ke
persoalan Administrasi, ka-
lau berkaitan dengan ma-
salah kerugian langsung, ia
mencontohkan, misalkan
bantuan yang disalurkan ti-
dak tepat sasaran atau fiktif
itu sangat berbahaya, akan
tetapi-harus ke tujuannya
langsung, apalagi persoa-
lan administrasi masih bisa

dipindahkan.

“Saya yakin kebanyakan
seperti demikian, con-
tohnya bantuan kepada
Mahasiswa atau belanja
hibah seperti penyelesaian
studi, itu tanpa melalui rek-
ening orang tersebut atau
melalui permohonan pro-
posal, nah itu kan termasuk
salah satu pointnya dalam
laporan itti, saya yakin ka-
lau ditindak lanjuti pasti
bisa dikelola dengan baik,
pungkas Anwar”.

“Semua pasti berharap,
semua akan bekerja me-
nindak lanjut sesegera
mungkin, temuan-temuan
BPK RI mudah-mudahan
ini selesai dalam waktu 60
hari, tandasnya.”

Ditempat yang sama, ke-
pala BPK RI Perwakilan
Sulteng M. Bayu Sabartha
kepada sejumlah wartawan
mengatakan, setelah 60
Hari itu tenggang waktu
yang diberikan, harus su-
dah segera dirampungkan

Setelah melewati limit
waktu diberi akan kita tan-
yakan soal itu, selambat-
lambatnya, kalau tidak ter-
hutang terus nanti, akan
digenjot  terus-menerus.
kalau untuk sanksi, pi-
haknya tidak punya we-
wenang dalam hal itu, itu
diluar kewajibannya, han-
ya kita merekomendasikan
ke kepala daerah seperti

Gubernur dan bupati seb-
agaileadernya (Pemimpin).

“Beliaulah yang seharus-
nya mengambil keputusan,
apalagi didalam pemerik-
saan ditemukan beberapa
kesalahan apalagi sampai
ke tindak pidana, bupati
berhak mengambil kebi-
jakan Jkalau BPK tugasnya
hanya menemukan. Malah
ada temuan justru di arah-
kan kepada penegak hu-
kum, jelasnya pihaknya bu-
kan penindak, ucapnya”.

Pastinya akan berpen-
garuh seterusnya, barang-
kali untuk Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) past-
inya sangat berpenga-
ruh besar kepada hal-hal
seperti itu. Lebih jauh ba-
yu menjelaskan tapi kalau
WTP tanpa korupsi, tidak
ada penyelewengan dana,
itu tidak akan menjamin
tanpa beberapa item itu.

Diharapkan tidak ada pe-
nyelewengan, jadi seha-
rusnya. memaklumi kare-
na dilakukan secara sam-
pel (contoh) bukan popu-
lasi (mayoritas) tidak ada,
mungkin kita memerlu-
kan sekitar 100 orang un-
tuk diaudit (periksa) apa-
lagi di satu tim ini hanya 4
orang saja, di tiap provinsi/
kabupaten/kota dan akan
berkoordinasi ke walikota
ataupun gubernur didae-
rah tersebut. (bim)





